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ABSTRAK 

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2021. Populasi 

penelitian adalah wajib pajak PBB-P2 Kabupaten Barru. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling yakni Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu, sebagai sampel wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar PBB-P2. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi 

pajak pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sosialisasi pajak. Besarnya koefisien regresi 

sosialisasi pajak yaitu 0,250 dan nilai signifikansi sebesar 0,017. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka 

koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,017< 0,05 yang diartikan bahwa sosialisasi pajak 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel sanksi pajak. Besarnya koefisien regresi sanksi pajak yaitu 

0,093 dan nilai signifikansi sebesar 0,038. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi 

tersebut signifikan karena 0,038< 0,05 yang diartikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. 

3) Besarnya koefisien regresi kepatuhan wajib pajak yaitu 0,188 dan nilai signifikansi sebesar 0,036. Pada 

tingkat signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,036< 0,05 yang diartikan 

bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak bumi dan 

bangunan. 

 

Kata kunci : Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kinerja Penerimaan PBB_P2 

 

ABSTRACT 

This research approach uses quantitative research. The research was conducted at the 

Regional Revenue Agency of Barru Regency. The time of the study was carried out starting in 

May 2021. The research population was the taxpayer of PBB-P2 Barru Regency. The sample 

selection in this study was carried out using a purposive sampling method, namely the technique 

of determining the sample with certain considerations, as a sample of taxpayers who were on 

time in paying PBB-P2. 

The results of the study indicate that: 1) There is a positive and significant effect of tax 

socializati on testing the regression coefficient significance of the tax socialization variable. The 

magnitude of the tax socialization regression coefficient is 0.250 and the significance value is 

0.017. At the significance level = 5%; then the regression coefficient is significant because 

0.017 <0.05 which means that tax socialization has a significant positive effect on the 

performance of Land and Building Tax receipts at the Regional Revenue Agency of Barru 

Regency. 2) There is a positive and significant effect of motivation simultaneously 

(simultaneously) on the variable of tax sanctions. The magnitude of the tax sanction regression 

coefficient is 0.093 and the significance value is 0.038. At the significance level = 5%; then the 

regression coefficient is significant because 0.038 <0.05, which means that tax sanctions have a 

significant positive effect on the performance of land and building tax revenues at the Regional 

Revenue Agency of Barru Regency. 3) The magnitude of the taxpayer compliance regression 
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coefficient is 0.188 and the significance value is 0.036. At the significance level = 5%; then the 

regression coefficient is significant because 0.036 <0.05 which means that taxpayer compliance 

has a significant positive effect on the performance of land and building tax revenues. 

 

Keywords: Tax Socialization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, PBB_P2 Revenue 

Performance 

 

PENDAHULUAN 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah 

satu sumber penerimaan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung 

pembangunan maupun perekonomian di daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan dipungut berdasarkan ketentuan UU Perpajakan tanpa jasa timbal balik 

secara langsung dari daerah. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun selalu 

diupayakan mengalami kenaikan(Tawas, Poputra, & Lambey, 2016). 

Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan dari sektor pajak, 

pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan yaitu dengan 

reformasi perpajakan (tax reform) yang mencakup usaha dan penyempurnaan sistem 

serta mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya telah ada. Salah satu contoh 

perubahan yang terjadi di dalamnya adalah perubahan dari Official Assessment System 

menjadi Self Assessment System. Beralihnya sistem perpajakan dari official assessment 

system menjadi self assessment system bukan karena salah satu diantara kedua sistem 

tersebut lebih baik, melainkan adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan 

sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan 

perkembangan dalam masyarakat(Tawas, Poputra, & Lambey, 2016) 

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 yaitu pajak atas 

bumi dan bangunan yang dimiliki, dan atau dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini 

dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan 

Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh 

keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjekyang 

membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang. 

Berbagai perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dalam 

rangka mendukung reformasi perpajakan, salah satunya adalah dengan berubahnya 

Undang-undang lama menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan ini membawa beberapa perubahan 

dalam administrasi pengelolaan pajak daerah, salah satunya adalah dengan pelimpahan 

kewenangan dari pusat kepada daerah dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)(Nurtanzila & Kumorotomo, 2015). Pemerintah 

Kabupaten Barru setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah. 

Hingga akhir Desember 2019 penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Barru mencapai 89 persen. Sesuai dengan 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2020 penerimaan PBB-P2 sudah 

mencapai Rp 4,9 miliar, dari target sebesar Rp 5,5 miliar (LPJ, 2020). Hal tersebut 

menunjukan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran Wajib 



Volume 2 Nomor 3 September 2023 

Hal. 355-369 

E-ISSN: 2986-6960 
  

 
 https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej 357 

Pajak yang kurang mengindikasikan tingkat sosialisasi pajak, sanksi pajak dan 

kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Barru masih kurang. Mengingat sosialisasi 

pajak, sanksi pajak dan kepatuhan merupakan aspek penting dalam penerapan self 

assessment system dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib 

pajak. Ada beberapa faktor yang terkait dengan tingkat sosialisasi pajak, sanksi pajak 

dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Isu sosialisasi pajak, 

sanksi pajak dan kepatuhan menjadi penting karena kurangnya sosialisasi, sanksi pajak 

yang lemah dan ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya 

menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas 

daerah. Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, 

ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak, 

maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 

dan memenuhi kewajiban pajaknya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Erawati & Parera, 2017). 

Pembaharuan dalam penelitian ini adalah menambah dua variabel independen yaitu 

sosialisasi pajak dan sanksi pajak menambah satu variabel dependen yaitu kinerja. 

Alasan menambah sosialisasi pajak dan sanksi pajak adalah karena kurangnya 

pemahaman wajib pajak mengenai segala hal mengenai pajak. Kesadaran wajib pajak 

tentang membayar pajak masih kurang. semakin tinggi pemahaman seseorang mengenai 

pajak dan kegunaannya maka semakin tinggi pula kesadarannnya untuk membayar 

pajak. informasi pajak dan hal inilah akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik 

media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau 

televisi (Dharma & Suardana, 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai 

seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral 

terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan 

pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan 

dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak 

juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Peningkatan 

kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara 

intensif dan efektif oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. Alasan menambah 

variabel sosialisasi pajak karena kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya 

pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran 

masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya menyebabkan 

rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak(Cahyadi & Jati, 2016). Selain itu, alasan 

penambahan variabel sosialisasi pajak sebagai variabel baru karena inkonsistensi 

beberapa penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian (Warouw, Sondakh, & 

Walandouw, 2015)sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pajak, sedangkan dalam penelitian (R. R. R. Putra, Handayani, & 

Topowijono, 2014) sosialisasi perpajakanmemberikan pengaruh yang signifikan positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Barru. Alasan pemilihan Kabupaten 

Barru karena tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan 

masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencapaian pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2019 masih 89% dari target, sehingga 

Kabupaten Barru sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian. 
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Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di ataspeneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi 

Pajak, Pembinaan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Peningkatan 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru”. 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, maka hipotesis yang 

dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan dan Perdesaan 

2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan dan Perdesaan 

3. Terdapat pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. 

4. Diduga sosialisasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak secara simultan 

berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan PBB P2. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru yang beralamat di Jalan Sultan 
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Hasanuddin Nomor 9 Barru, Kode Pos 90711 Sulawesi Selatan. Proses pengumpulan 

hingga pengolahan data penelitian ini memakan waktu 2 (dua) bulan yaitu mulai Bulan 

Mei 2021 s/d Juni 2021. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB yang berada di wilayah 

Kabupaten Barru. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wajib pajak PBB di 

Kabupaten Barru. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 responden. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

Dengan demikian, sampel minimal yang harus diteliti sebanyak 60 wajib pajak. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yaitu uji validitas, uji 

reliabilitas, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis melalui uji t dan uji f 

serta koefisien determinasi (R square). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang 

ingin diukur (Ghozali, 2013). Suatu skala pengukur dikatakan valid apabila skala 

tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

Item Pernyataan Pearsons’s Correlations Sig Keterangan 

Sosialisasi Pajak 

Butir 1 0,594 0.000 Valid 

Butir 2 0,722 0.000 Valid 

Butir 3 0,785 0.000 Valid 

Butir 4 0,718 0.000 Valid 

Sanksi Pajak 

Butir 1 0,813 0.000 Valid 

Butir 2 0,744 0.000 Valid 

Butir 3 0,777 0.000 Valid 

Butir 4 0,807 0.000 Valid 

Butir 5 0,635 0.000 Valid 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Butir 1 0,691 0.000 Valid 

Butir 2 0,769 0.000 Valid 

Butir 3 0,779 0.000 Valid 

Butir 4 0,802 0.000 Valid 

Butir 5 0,773 0.000 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Adapun kriteria yang digunakan dalam menemukan valid tidaknya pernyataan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apabila nilai signifikansi < 

0,05, maka bukti pernyataan dikatakan valid (Ghozali, 2013). Dari Tabel 5.5 diperoleh 

kesimpulan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variable-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai signifikansi koefisien < 0,05 
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sehingga semua indikator tersebut adalah valid. 

 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau dapat dihandalkan(Ghozali, 2013). Perhitungan reliabilitas 

dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Reliabilitas 

instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien 

Cronbachs Alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan 

bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel (Ghozali, 2011). Hasil uji 

reliabilitas adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Cronbach 

Alpha 

Standar Koefisien Keterangan 

Sosialisasi Pajak 0,850 0,60 Reliabel 

Sanksi Pajak 0,809 0,60 Reliabel 

Kepatuhan Wajib Pajak 0,819 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach 

Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep 

pengukur masing- masing variabel dari kuesioner adalah reliabel.Dengan demikian 

untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak 

digunakan sebagai alat ukur. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis mengenai 

koefisien model regresi adalah seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Independen Koefisien 

Regresi 

T hitung Signifikansi Kesimpulan 

Konstanta 0,121 0,307 0,760  

Sosialisasi Pajak 0,250 2,432 0,017 H1 didukung 

Sanksi Pajak 0,093 2,107 0,038 H2 didukung 

Kepatuhan Wajib Pajak 0,188 2,128 0,036 H3 didukung 

Fhitung 6,974 0,851  

Adjusted R Square 0,212  

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 3, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :  

Y = 0,121 + 0,148X1 + 0,340X2+ 0,188X3 - 0,028X6 

Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut : 
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1. Konstanta (α) sebesar 0,121 memberi pengertian jika seluruh variabel independen 

dengan nol (0), maka besarnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,121satuan. 

2. Untuk variabel sosialisasi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,250 dengan 

tanda positif yang berarti apabila pada variabel sosialisasi pajakmeningkat sebesar 1 

satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,250 satuan dengan 

asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. 

3. Untuk variabel sanksi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,093 dengan tanda 

positif yang berarti apabila pada variabel sanksi pajakmeningkat sebesar 1 satuan, 

maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,093 satuan dengan asumsi 

bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. 

4. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,188 

dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel kepatuhan wajib pajak 

meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 

0,188 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. 

 

Uji t (Secara Parsial) 

Tabel 4. Hasil Uji t 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) ,121 ,394  ,307 ,760 

Sosialisasi Pajak ,148 ,060 ,183 2,454 ,016 

Sanksi Pajak ,340 ,084 ,361 4,044 ,000 

Kepatuhan Wajib Pajak ,188 ,088 ,175 2,128 ,036 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Hasil uji 

statistik t dapat dilihat pada Tabel. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien 

regresi dari variabel sosialisasi pajak. Besarnya koefisien regresi sosialisasi pajak 

yaitu 0,148 dan nilai signifikansi sebesar 0,016. Pada tingkat signifikansi α = 5%; 

maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,016< 0,05 yang diartikan bahwa 

sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan PBB-

P2 sehingga hipotesis pertama penelitian ini didukung. 

2. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien 

regresi dari variabel sanksi pajak. Besarnya koefisien regresi variabel sanksi pajak 

yaitu 0,340 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi α = 5%; 

maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,000< 0,05 yang diartikan bahwa 

sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan PBB-P2 

sehingga hipotesis kedua penelitian ini didukung. 

3. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien 

regresi dari variabel kepatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi kepatuhan 

wajib pajak yaitu 0,188 dan nilai signifikansi sebesar 0,036. Pada tingkat 

signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,036< 0,05 

yang diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja penerimaan PBB-P2 sehingga hipotesis ketiga penelitian ini 
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didukung. 

 

Uji f (Secara Simultan) 

Tabel 5. Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Berdasarkan hasil uji signifikansi F, diperoleh F hitung sebesar 21,616 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sesuai dengan 

dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan bahwa secara 

bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel 

dependen. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 6. Koefisien Determinasi 

 
Koefisien determinan (R2) pada intinya digunakan untuk mengetahui seberapa 

jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2013).Semakin besar nilai koefisien maka semakin besar kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen.Sebaliknya, semakin kecil nilai 

koefisien maka semakin kecil pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen. Nilai koefisien determinan ditunjukkan dengan nilai adjusted R 

square bukan R square dari model regresi karena R square bias terhadap jumlah variabel 

dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan adjusted R square dapat naik 

turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model.Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil analisis uji determinasi 

dihasilkan nilai adjusted r square sebesar 0,555. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

besarnya kemampuan model dalam hal ini variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen adalah sebesar 55,5%. Sedangkan sisanya 45,5% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak dimasukan dalam model regresi. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kinerja penerimaan PBB-P2 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi 

koefisien regresi dari variabel sosialisasi pajak. Besarnya koefisien regresi sosialisasi 

pajak yaitu 0,250 dan nilai signifikansi sebesar 0,017. Pada tingkat signifikansi α = 5%; 

maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,017< 0,05 yang diartikan bahwa 

sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan Pajak Bumi 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 Regression 10,765 6 1,794 21,616 ,000b 

1 Residual 7,719 93 ,083 

 Total 18,484 99  
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dan Bangunan sehingga hipotesis kesatu penelitian ini didukung. 

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak 

mereka didasari oleh salah satunya adalah faktor eksternal yaitu sosialisasi pajak. 

Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan 

penerimaan PBB-P2. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik 

media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau 

televisi (Dharma & Suardana 2014). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai 

seminar pajak yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru diharapkan 

dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi daerah/negara dan bukan 

hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang 

baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Cahyadi 

& Jati 2016).Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan 

penerimaan pajak melalui sosialisasi perpajakan maka akan berdampak pada 

meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kabupaten Barru. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Yunita Isna Ratri, (2018) 

menjelaskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh simultan terhadap kesadaran wajib 

pajak membayar PBB-P2. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Gusti Ayu Made 

Dwijayanti, I Made Sudiartana, & Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani (2020) yang 

membuktikan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini disebabkan karena perbedaan obyek penelitian. Penelitian ini 

menggunakan obyek penelitian wajib pajak Bumi dan Bagunan sedangkan penelitian 

Gusti Ayu Made Dwijayanti, I Made Sudiartana, & Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani 

(2020) menggunakan obyek penelitian wajib pajak Badan. Ketidakpatuhan masyarakat 

atau Wajib Pajak dalam membayar pajak yang menyebabkan belum maksimalnya 

penerimaan pajak bukan semata- mata karena kesalahan mereka, tetapi ketidakpatuhan 

masyarakat atau Wajib Pajak juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan 

dari Badan Pendapatan Daerah. 

 

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kinerja penerimaan PBB-P2 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi 

koefisien regresi dari variabel sanksi pajak. Besarnya koefisien regresi sanksi pajak 

yaitu 0,093 dan nilai signifikansi sebesar 0,038. Pada tingkat signifikansi α = 5%; maka 

koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,038< 0,05 yang diartikan bahwa sanksi 

pajakberpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak bumi dan 

bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru sehingga hipotesis kedua 

penelitian ini didukung. 

Hal ini membuktikan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel 

Kinerja Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan 

berupa denda pajak. Denda merupakan salah satu bentuk dari sanksi perpajakan yang 

dibuat agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditentukan. 

Wajib pajak akan dikenakan denda apabila melanggar peraturan perpajakan misalnya 

seperti terlambat atau menunda pembayaran pajak dan sebagainya. Oleh karena itu, 

pengenaan sanksi pajak berupa denda akan mempengaruhi pembayaran pajak apabila 

merasa denda dapat merugikannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang dalam hal ini 

berupa denda yang dikenakan pada Wajib Pajak maka semakin berat Wajib Pajak untuk 

melunasinya. 

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
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dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah 

(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki 

peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan 

peraturan perpajakan. 

Berdasarkan teori atribusi, wajib pajak akan berfikir adanya sanksi berat akibat 

tindakan orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Kekhawatiran yang dirasakan oleh wajib pajak 

dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib 

pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya 

karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Merupakan jaminan bahwa ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, 

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib 

pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna 

memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan 

perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak 

takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi 

pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalahdengan adanya peningkatan kepatuhan wajib 

pajak melalui sanksi pajak berupa denda yang tinggi maka akan berdampak pada 

meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kota Magelang. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Erawati & Parera (2017) dan 

Ablessy Mumu, Jullie J. Sondak, dan I Gede Suwetja (2020) menjelaskan bahwa sanksi 

pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai 

penelitian Fernando & Arisman (2017) yang membuktikan sanksi tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi pajak yang diberikan 

kepada pelanggar pajak masih rendah terutama dalam sanksi administrasi.Sanksi 

perpajakan masih belum dapat membuat Wajib Pajak patuh untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang 

minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak 

bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, 

pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib 

pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan 

sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketidakpatuhan. 

 

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kinerja penerimaan PBB-P2 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi 

koefisien regresi dari variabel kepatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi 

kepatuhan wajib pajak yaitu 0,188 dan nilai signifikansi sebesar 0,036. Pada tingkat 

signifikansi α = 5%; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena 0,036< 0,05 yang 

diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

penerimaan pajak bumi dan bangunan sehingga hipotesis ketiga penelitian ini didukung. 

Teori atribusi membahas tentang memahami penyebab perilaku seseorang atau 

diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Pembinaan 

kepatuhan wajib pajak yang terjadi melalui interaksi antara wajib pajak dengan 

karyawan/petugas pajak saat wajib pajak membayar pajak akan membentuk suatu 

kesan. Wajib pajak akan menganggap pembinaan itu berkualitas saat petugas pajak 

memberikan kesan yang baik seperti ramah, bersikap hormat, menjaga sopan santun, 
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serta mempunyai pengetahuan untuk memberi informasi yang jelas terhadap wajib 

pajak. Apabila wajib pajak sudah merasa pembinaan yang diberikan berkualitas maka 

akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. 

Menurut Mangoting & Fuadi (2013), penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat 

disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak. Sistem self assessment 

yang berlaku di Indonesia dengan Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk 

melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan 

melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu agar self assessment dapat berjalan 

dengan baik, pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru 

menjalankan salah satunya fungsinya yaitu fungsi pelayanan berupa pembinaan. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib 

pajak melalui perbaikan mutu pembinaan kepada wajib pajak maka akan berdampak 

pada meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Kabupaten 

Barru. 

Hasil ini sesuai penelitian sebelumnya oleh Erawati & Parera (2017) dan Widya 

Wiwaha (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan & tingkat Pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan 

penelitian Sari & Fidiana (2017) yang membuktikan pembinaan/pengetahuan wajib 

pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan 

wajib pajak merasa belum mendapatkan pembinaan/pengetahuan yang cukup baik dari 

pihak fiskus. Dengan kata lain, dengan adanya pembinaan yang kurang baik dari 

petugas pajak atau fiskus maka akan membuat Wajib Pajak kurang paham dan nyaman 

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga akan membuat Wajib Pajak 

tidak konsisten untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang 

dapat diambil dalam penelitian ini yakni: 

1. Variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. 

2. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. 

3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. 
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